
Jalan Dewi Sartika No. 2 Telepon (0260) 411005, Faks (0260) 411003 
Subang 41215 Jawa Barat 

Menimbang : a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional 
dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat dan berperan mewujudkan cita-cita 
kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga perlu dilakukan 
pengaturan guna mengoptimalkan penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, 
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan 
masyarakat Desa; 

b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas 
penyelenggaraan peerintahan Desa perlu ditingkatkan 
dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan 
an tar susunan pemerintahan, potensi dan 
keanekaragaman Desa; 

c. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman dalam 
penyelenggaraan pemerintahan Desa telah ditetapkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 
2015 tentang Desa yang perlu disesuaikan dengan 
perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat 
sehingga perlu diubah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Su bang Nomor 4 Tahun 2015 tentang 
Desa. 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

BUPATI SUBANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 4 
TAHUN 2015 TENTANG DESA 

TENT ANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG 
NOMOR 2 TAHUN 2016 

PROVINS! JAWA BARAT 

I SALINANI 



2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2851); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5717); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana 
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana tealh diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5864); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Su bang Nomor 4 Tahun 2015 
tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 
2015 Nomor 12). 
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Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang. 
2. Bupati adalah Bupati Subang. 
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional 
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang 
disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya 
disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain 
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis. 

8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama 
lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah 
Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan 
oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat 
strategis. 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Subang Tahun 2015 Nomor 12), diubah 
se bagai beriku t : 
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

MEMUTUSKAN : 

RAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
Menetapkan: PERATURAN DAE 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 4 
TAHUN 2015 TENTANG DESA 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG 

dan 
BUPATI SUBANG 
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2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang­ 
undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah 
dibahas dan disepakati bersama BPD. 

10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban 
Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala 
sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan 
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya 
disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa. 

12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 
diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten 
dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 
masyarakat. 

13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah 
dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten 
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

14. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari 
kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau 
perolehan hak lainnya yang sah. 

15. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa beru pa 
barang bergerak dan barang tidak bergerak. 

16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan 
kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya 
kesejahteraan masyarakat Desa. 

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, 
selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana 
Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 
(enam) tahun. 

18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut 
RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk 
jangka waktu 1 (satu) tahun. 

19. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya 
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan 
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, 
sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, 
kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui 
penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan 
pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah 
dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 

20. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut 
BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau 
sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui 
penyertaan secara langsung yang berasal dari 
kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, 
jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar­ 
besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 
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Pasal 30A 
( 1) Status desa adat dapat diubah menjadi desa. 
(2) Perubahan status desa adat menjadi desa harus 

memenuhi syarat: 
a. luas wilayah tidak berubah; 
b. jumlah penduduk paling sedikit 6.000 (enam ribu) 

jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga. 
c. sarana dan prasarana pemerin tahan bagi 

terselenggaranya pemerintahan desa; 
d. potensi ekonomi yang berkembang; 
e. kondisi sosial budaya masyarakat yang 

berkembang; dan 
f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan. 

Pasal 30B 
( 1) Perubahan status desa adat menjadi desa dilakukan 

berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD 
dengan memperhatikan saran dan pendapat 
masyarakat desa setempat. 

(2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa adat. 

6. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 2 (dua) Pasal, 
yakni Pasal 30A dan Pasal 30B sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

5. Diantara Paragraf 2 dan Paragraf 3, Bagian Ketiga, BAB III 
disisipkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 2A sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

Paragraf 2A 
Perubahan Status Desa Adat Menjadi Desa 

Pasal 24 
Perubahan status Desa meliputi: 
a. Desa menjadi kelurahan; 
b. kelurahan menjadi Desa; 
c. Desa adat menjadi Desa; dan 
d. Desa menjadi Desa Adat. 

4. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 19 
( 1) Peraturan Daerah ten tang pembentukan Desa 

diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari 
gubernur dan kode Desa dari Menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam 
negen. 

(2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) disertai lampiran peta batas wilayah Desa. 

3. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 5 
Desa berkedudukan di wilayah Daerah. 

- 5 - 



( 1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak satu 
kali atau dapat bergelombang di seluruh wilayah 
Kabupaten. 

(2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilaksanakan dengan mempertimbangkan: 
a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan 

Kepala Desa; 
b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau 
c. ketersediaan pegawai Negeri Sipil Daerah 

Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai 
penjabat Kepala Desa. 

(3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 
paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 
(enam) tahun. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu 
pemilihan Kepala Desa secara bergelombang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

(5) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang 
dilaksanakan pertama kali pada Tahun 2015. 

(6) Penentuan tanggal pelaksanaan dan Desa yang 
melaksanakan Pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh 
Bupati. 

Pasal 50 

7. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

(3) Kesepakatan hasil musyawarah desa adat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke 
dalam bentuk keputusan. 

(4) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) disampaikan oleh kepala desa adat 
kepada Bupati sebagai usulan perubahan status desa 
adat menjadi desa. 

(5) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan 
verifikasi usulan kepala desa adat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4). 

(6) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) menjadi masukan bagi Bupati untuk 
menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan 
status desa adat menjadi desa. 

(7) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan 
status desa adat menjadi desa, Bupati menyampaikan 
rancangan peraturan daerah mengenai perubahan 
status desa adat menjadi desa kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dan 
disetujui bersama. 

(8) Apabila rancangan peraturan daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7) disetujui bersama oleh Bupati 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bupati 
menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada 
gubernur untuk dievaluasi. 
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9. Ketentuan huruf e ayat (1) Pasal 67 diubah, huruf g dan 
huruf n ayat (1) Pasal 67 dihapus, huruf g dan huruf n 
ayat (2) Pasal 67 dihapus, dan huruf 1 ayat (2) Pasal 67 
diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 53 
( 1) Bupati membentuk panitia pemilihan di Daerah yang 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
(2) Panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai tugas meliputi: 
a. merencanakan, mengkoordinasikan dan 

menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan 
pemilihan tingkat kabupaten; 

b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan 
pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan 
kepala desa tingkat desa; 

c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara; 
d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan 

pembuatan kotak suara serta perlengkapan 
pemilihan lainnya; 

e. menyampaikan surat suara dan pembuatan kotak 
suara serta perlengkapan pemilihan lainnya 
kepada panitia pemilihan; 

f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan 
pemilihan kepala desa tingkat kabupaten; 

g. melakukan pengawasan penyelenggaraan 
pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta 
membuat rekomendasi kepada Bupati; 

h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
pemilihan; dan 

1. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(3) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e pelaksanaannya 
dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

8. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

(7) Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah desa yang 
masa jabatan Kepala Desanya habis sebelum 
pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditambah desa 
yang masa jabatan Kepala Desanya habis 2 (dua) 
bulan setelah tanggal pelaksanaan Pemilihan Kepala 
Desa. 

(8) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada : 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten secara proporsional untuk pengadaan 
surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan 
lainnya, honorarium panitia. 

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk 
kegiatan lain yang mendukung langsung terhadap 
penyelenggaraan pemilihan kepala Desa sesuai 
kemampuan keuangan Pemerintah Desa. 
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Pasal 67 

( 1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan: 
a. warga negara Republik Indonesia; 
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, 

melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, serta 
mempertahankan dan memelihara keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka 
Tunggal Ika; 

d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah 
menengah pertama atau sederajat; 

e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun 
pada saat mendaftar; 

f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; 
g. dihapus; 
h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; 
1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 
pidana yang diancam dengan pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 
(lima) tahun setelah selesai menjalani pidana 
penjara dan mengumumkan secara jujur dan 
terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan 
pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku 
kejahatan berulang- ulang; 

J. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan 
putusan pengadilan yang telah mernpunyai 
kekuatan hukum tetap; 

k. berbadan sehat; 
1. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) 

kali masajabatan; 
m. Berkelakuan Baik; 
n. dihapus. 

(2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi : 
a. surat keterangan bukti sebagai warga negara 

Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten; 
b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di 
atas kertas segel atau bermeterai cukup; 

c. surat pernyataan memegang teguh dan 
mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
mempertahankan dan memelihara keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka 
Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan 
di atas kertas segel atau bermeterai cukup; 

d. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai 
dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh 
pejabat berwenang atau surat pernyataan dari 
pejabat yang berwenang, dan bagi lulusan paket B 
atau ujian persamaan memiliki yang dikeluarkan 3 
bulan sebelum pendaftaran; 

- 8 - 



Pasal 84 
( 1) Kampanye Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan 

sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemilihan. 

12. Ketentuan ayat (2) Pasal 84 diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

11. Diantara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) Pasal, 
yakni Pasal 71A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 71A 
( 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa 
diberi cuti dari pejabat yang berwenang sejak 
ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya 
pelaksanaan penetapan calon terpilih. 

(2) Dalam hal anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) terpilih dan diangkat menjadi kepala Desa, 
yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota 
DPRD. 

10. Diantara Pasal 68 dan Pasal 69 disisipkan 1 (satu) Pasal, 
yakni Pasal 68A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 68A 
Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan 
kepala Desa diberhentikan sebagai anggota BPD sejak 
yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa. 

e. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir; 
f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi 

kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan 
di atas kertas segel atau bermeterai cukup; 

g. dihapus; 
h. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa 

tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; 
1. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa 

tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 
pidana yang diancam dengan pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; 

J. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri 
bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai 
dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
hukum tetap; 

k. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit 
umum daerah berdasarkan uji medis paket 5; dan 

1. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa 
tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) 
kali masa jabatan. 

m. surat keterangan dari Kepolisian setempat sebagai 
bukti berkelakuan baik; 

n. dihapus. 
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15. Diantara Pasal 107 dan Pasal 108 disisipkan 2 (dua) 
Pasal, yakni Pasal 107 A dan Pasal 107B sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 107A 
Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah 
Desa dilaksanakan melalui tahapan : 
a. persiapan; 
b. pelaksanaan; dan 

Pasal 107 
(1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan 

dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, 
Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari 
pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat Kepala 
Desa sampai terpilih dan ditetapkannya kepala Desa 
antar waktu hasil musyawarah Desa. 

(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak 
Kepala Desa diberhentikan. 

(3) Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui 
musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan 
sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa 
yang diberhentikan. 

14. Ketentuan Pasal 107 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 85 
(1) Waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan 

tanggal pemungutan suara se bagaimana dimaksud 
dalam Pasal 84 ayat (2) merupakan masa tenang. 

(2) Selama masa tenang sebagaimana pada ayat (1), 
berbagai bentuk kampanye dinyatakan telah selesai 
dan segala atribut kampanye yang terpasang harus 
dibersihkan. 

13. Ketentuan ayat (1) Pasal 85 diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

(2) Kampanye dilakukan paling lama 3 (tiga) hari dan 
berakhir paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan 
tanggal pemungutan suara. 

(3) Tata tertib dan jadwal pelaksanaan kampanye 
sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh 
panitia pemilihan dengan memperhatikan nomor urut 
calon Kepala Desa. 

(4) Calon Kepala Desa dapat menyampaikan materi 
kampanyenya kepada masyarakat, berupa visi, misi 
dan program kerjanya secara lisan maupun tertulis; 

(5) Penanggung jawab utama kampanye adalah calon 
Kepala Desa. 

(6) Rakyat mempunyai kebebasan untuk hadir dalam 
kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1). 

(7) Ketentuan mengenai bentuk, tata cara, mekanisme 
dan sanksi kampanye diatur dalam Peraturan Bupati. 
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Pasal 107B 
( 1) Taha pan persiapan se bagaimana dimaksud dalam 

Pasal 107A huruf a meliputi: 
a. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar 

waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 
15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa 
diberhentikan; 

b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh 
panitia pemilihan kepada penjabat kepala Desa 
paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) 
hari terhitung sejak panitia terbentuk; 

c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh 
penjabat kepala Desa paling lama dalam jangka 
waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan 
oleh panitia pemilihan; 

d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala 
Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 
15 (lima belas) Hari; 

e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi 
bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka 
waktu 7 (tujuh) hari; dan 

f. penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh 
panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon 
dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang 
dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk 
ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam 
musyawarah Desa. 

(2) Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar 
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD. 

(3) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu terdiri atas 
perangkat Desa dan unsur masyarakat, dengan 
jumlah disesuaikan dengan beban tugas dan 
kemampuan anggaran pendapatan dan belanja Desa. 

(4) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 107 A huruf b meliputi: 
a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh 

Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya 
dilakukan oleh panitia pemilihan; 

b. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih 
oleh musyawarah Desa melalui musyawarah 
mufakat atau melalui pemungutan suara; 

c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh 
panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa 
melalui mekanisme musyawarah mufakat atau 
melalui pemungutan suara yang telah disepakati 
oleh musyawarah Desa; 

d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh 
panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan 

e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa. 
(5) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) huruf c melibatkan unsur masyarakat. 

c. pelaporan. 
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16. Diantara Pasal 109 dan Pasal 110 disisipkan 2 (dua) 
Pasal, yakni Pasal 109A dan Pasal 109 B sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

(6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) berasal dari: 
a. tokoh adat; 
b. tokoh agama; 
c. tokoh masyarakat; 
d. tokoh pendidikan; 
e. perwakilan kelompok tani; 
f. perwakilan kelompok nelayan; 
g. perwakilan kelompok perajin; 
h. perwakilan kelompok perempuan; 
1. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan 

anak; 
J. perwakilan kelompok masyarakat miskin; a tau 
k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi 

sosial budaya masyarakat setempat. 
(7) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(6) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari 
setiap dusun atau sebutan lain. 

(8) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dibahas dan 
disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan 
memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai 
hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan 
BPD. 

(9) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 107 A huruf c meliputi: 
a. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui 

musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka 
waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa 
mengesahkan calon kepala Desa terpilih; 

b. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil 
musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati 
paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima 
laporan dari panitia pemilihan; 

c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan 
pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya 
laporan dari BPD; dan 

d. pelantikan kepala Desa oleh bupati/wali kota 
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan 
keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala 
Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

( 10) Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa an tar 
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan 
efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya 
ditetapkan dalam Peraturan Bupati. 

( 11) Biaya pemilihan kepala Desa an tar waktu melalui 
musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa. 

- 12 - 



Pasal 109A 
( 1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, 

berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan 
alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, 
calon terpilih dinyatakan gugur dan bupati 
mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah 
Daerah kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa. 

(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala 
Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil 
pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 109B 
(1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai 

tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon 
terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa. 

(2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai 
tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, 
makar dan/ a tau tindak pidana terhadap keamanan 
negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap 
dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan 
pertama bupati kota memberhentikan sementara yang 
bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa. 

(3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai 
terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di 
pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap 
dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan 
pertama Bupati memberhentikan sementara yang 
bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa. 

(4) Calon kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai 
terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik 
menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama 
Bupati memberentikan yang bersangkutan dari 
jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat 
Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah 
Kabupaten/ Kota sebagai Penjabat Kepala Desa. 

(5) Calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir 
pada saat pelantikan diangggap mengundurkan diri 
kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan. 

(6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat 
(4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak 
tanggal pelantikan. 

(7) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala 
Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil 
pemilihan kepala Desa antar waktu melalui 
musyawarah Desa. 
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18. Ketentuan Pasal 130 huruf e dihapus sehingga Pasal 130 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 130 
Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi 
persyaratan: 
a. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang 

Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik 
Indonesia; 

c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah 
umum atau yang sederajat; 

d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 
(empat puluh dua) tahun; 

e. dihapus 
f. berbadan sehat; 
g. Berkelakuan Baik, yang dibuktikan dengan surat 

keterangan dari Kepolisian setempat 

17. Ketentuan huruf b dan huruf g ayat (2) Pasal 111 diubah, 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 111 
(1) Kepala Desa berhenti karena: 

a. meninggal dunia; 
b. permintaan sendiri; atau 
c. diberhentikan. 

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) huruf c karena: 
a. berakhir masa jabatannya; 
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara 

berkelanjutan atau berhalangan tetap secara 
berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena 
menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik 
maupun mental, tidak berfungsi secara normal 
yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter 
yang berwenang dan/ atau tidak diketahui 
ke beradaannya; 

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa; 
d. melanggar larangan sebagai kepala Desa; 
e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, 

penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 
( satu) Desa baru, a tau penghapusan Desa; 

f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala 
Desa; atau 

g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam 
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) 
tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap. 

(3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1), BPD melaporkan kepada bupati melalui 
camat atau sebutan lain. 

(4) Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
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20. Diantara Pasal 135 dan Pasal 136 disisipkan 2 (dua) 
Pasal, yakni Pasal 135A dan Pasal 135B sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 135A 
(1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala 

Desa setelah berkonsultasi dengan camat. 
(2) Pemberhentian sementara perangkat Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena: 
a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana 

korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana 
terhadap keamanan negara; 

b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam 
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) 
tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; 

c. tertangkap tangan dan ditahan; dan 
d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang 

diatur sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan 
huruf b, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah 
berdasarkan keputusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan 
kepada jabatan semula. 

Pasal 135 

( 1) Perangkat Desa berhenti karena: 
a. meninggal dunia; 
b. permintaan sendiri; atau 
c. diberhentikan. 

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf c karena: 
a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; 
b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam 

dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) 
tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap; 

c. berhalangan tetap; 
d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat 

Desa; dan 
e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa. 

(3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, 
ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan 
disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling 
lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan. 

(4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf c dikonsultasikan 
terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain. 

(5) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain 
sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada 
persyaratan pemberhentian perangkat Desa. 

19. Ketentuan Pasal 135 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
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21. Ketentuan ayat (2), ayat 3, ayat (4) dan ayat (5) Pasal 140 
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 140 
( 1) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa 

dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari 
ADD. 

(2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala 
Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan 
sebagai berikut: 
a. ADD yang berjumlah sampai dengan 

RpS00.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 
digunakan paling banyak 60% {enam puluh per 
seratus); 

b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah) sampai dengan 
Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) 
digunakan antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus 
juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% 
(lima puluh per seratus); 

c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 
(tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan 
Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) 
digunakan antara Rp350.000.000,00 {tiga ratus 
lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling 
banyak 40% (empat puluh per seratus); dan 

d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 
(sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara 
Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta 
rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga 
puluh per seratus). 

(3) Pengalokasian batas minimal sampai dengan 
maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, 

Pasal 1358 
{ 1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa 

maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan 
oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat 
Desa lain yang tersedia. 

(2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah 
tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati 
melalui camat paling lambat 7 {tujuh) hari terhitung 
sejak tanggal penugasan. 

(3) Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling 
lambat 2 {dua) bulan sejak perangkat Desa yang 
bersangkutan berhenti. 

(4) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara: 
a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di 

lingkungan pemerintah Desa; dan 
b. penjaringan dan penyaringan calon perangkat 

Desa. 
(5) Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat. 
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24. Diantara Pasal 144 dan Pasal 145 disisipkan 2 (dua) 
Pasal, yakni Pasal 144A, Pasal 1448 dan Pasal 144C 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 144A 
Pemilihan keanggotaan BPD dilakukan melalui : 

Pasal 142 
( 1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa 

berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan 
perempuan yang pengisiannya dilakukan secara 
demokratis. 

(2) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun 
terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. 

(3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 
3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara 
berturut-turut. 

(4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan wilayah dusun 

23. Ketentuan Pasal 142 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

22. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 141 diubah, 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 141 
( 1) Selain menerima penghasilan tetap se bagaimana 

dimaksud dalam Pasal 138, kepala Desa dan 
perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan 
lain yang sah. 

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bersumber dari APB Desa dan besarannya ditetapkan 
dengan peraturan Bupati. 

(3) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dan 
sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, 
dan letak geografis. 

(4) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap: 
a. kepala Desa; 
b. sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh 

per seratus) dan paling banyak 80% (delapan 
puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala 
Desa per bulan; dan 

c. perangkat Desa selain sekretaris Desa paling 
sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan paling 
banyak 60% (enam puluh per seratus) dari 
penghasilan tetap kepala Desa per bulan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan 
persentase penghasilan tetap kepala Desa dan 
perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
diatur dengan Peraturan Bupati. 
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Pasal 145 
( 1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara 

demokratis melalui proses pemilihan secara langsung 
atau musyawarah perwakilan dengan menjamin 
keterwakilan perempuan. 

(2) Pemberitahuan habis masa jabatan anggota BPD 6 
bulan sebelum habis masa jabatan 

(3) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau 
musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) kepala Desa membentuk panitia pengisian 
keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan keputusan 
kepala Desa. 

(4) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) 
orang yang terdiri atas unsur perangkat Desa paling 
banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling 
banyak 8 (delapan) orang. 

(5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) merupakan wakil dari wilayah pemilihan. 

25. Ketentuan Pasal 145 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 144C 
( 1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan 

perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 144A 
huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang 
perempuan sebagai anggota BPD. 

(2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi 
syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan 
dalam menyuarakan dan memperjuangan kepentingan 
perempuan. 

(3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh perempuan 
warga desa yang memiliki hak pilih. 

a. Pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan 
b. Pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan. 

Pasal 144B 
( 1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan 

wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal l 44A 
huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD 
dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa. 

(2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan 
dalam desa. 

(3) Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam 
desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan 
jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD. 

(4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 
secara proporsional dengan memperhatikan jumlah 
penduduk. 
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Pasal 149 
( 1) Anggota BPD berhenti karena: 

a. meninggal dunia; 
b. permintaan sendiri; atau 
c. diberhentikan. 

(2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) huruf c karena: 
a. berakhir masa keanggotaan; 
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara 

berkelanjutan atau berhalangan tetap secara 

28. Ketentuan Pasal 149 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

27. Diantara Pasal 148 dan Pasal 149 disisipkan 2 (dua) 
Pasal, yakni Pasal 148A dan Pasal 148B sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 148A 
(1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan 

sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya. 
(2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dihitung 1 (satu) periode. 
Pasal 148B 

(1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak 
dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD 
yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan. 

(2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota 
BPD. 

26. Ketentuan Pasal 148 diubah sehingga berbunyi sehingga 
berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 148 
( 1) Pengisian keanggotaan BPD antarwaktu ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati atas usul pimpinan BPD 
melalui kepala Desa. 

(2) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan 
oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya 
berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD. 

(3) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, 
mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat 
sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon 
anggota BPD nomor urut berikutnya. 

(4) Dalam hal tidak terdapat calon anggota BPD nomor 
urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dan ayat (3), dilakukan pemilihan keanggotaan BPD 
antar waktu dengan mekanisme sesuai dengan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 
ayat (3) dan ayat (4) 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian 
keanggotaan BPD antarwaktu diatur dengan Peraturan 
Bupati. 
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Pasal 149A 
(1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati 

setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak 
pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak 
pidana terhadap keamanan negara. 

(2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara 
berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan 
pemberhentian sebagai pimpinan BPD. 

(3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya 
memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti 
an tarwaktu. 

29. Diantara Pasal 149 dan Pasal 150 disispkan 1 (satu) 
Pasal, yakni Pasal 149A sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

berturut-turut selama 6 {enam) bulan tanpa 
keterangan apapun; 

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; 
d. tidak melaksanakan kewajiban; 
e. melanggar larangan sebagai anggota BPD; 
f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik 

BPD; 
g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap karena melakukan tindak pidana 
dengan ancaman pidana penjara 5 {lima) tahun 
atau lebih; 

h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/ atau rapat 
BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya 
sebanyak 6 {enam) kali berturut-turut tanpa 
alas an yang sah; 

1. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, 
penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 
{satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan 
Desa; 

J. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; 
dan/atau 

k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa. 
(3) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan 

BPD kepada bupati atas dasar basil musyawarah BPD 
melalui Kepala Desa. 

(4) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian 
anggota BPD kepada Bupati melalui Carn.at paling 
lama 7 {tujuh) hari sejak diterimanya usul 
pemberhentian. 

(5) Carn.at menindaklanjuti usulan pemberhentian 
anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari 
sejak diterimanya usul pemberhentian. 

(6) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati paling lama 30 {tiga puluh) hari sejak 
diterimanya usul pemberhentian anggota BPD. 
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Pasal 231 
( 1) Perencanaan pembangunan Desa disusun 

berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah 
Desa. 

32. Ketentuan ayat (2) Pasal 231 diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut : 

Pasal 196A 
(1) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 196 di luar pendapatan yang bersumber 
dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan 
lain. 

(2) Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan 
untuk tambahan tunjangan kepala Desa dan 
perangkat Desa selain penghasilan tetap dan 
tunjangan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 196 huruf b angka 1. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan 
tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan peraturan 
Bupati. 

31. Diantara Pasal 196 dan Pasal 197 disisipkan 1 (satu) 
Pasal, yakni Pasal 196A sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 162 

( 1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang 
difasilitasi oleh Pemerintah Desa. 

(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur 
masyarakat. 

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) terdiri atas: 
a. tokoh adat; 
b. tokoh agama; 
c. tokoh masyarakat; 
d. tokoh pendidikan; 
e. perwakilan kelompok tani; 
f. perwakilan kelompok nelayan; 
g. perwakilan kelompok perajin; 
h. perwakilan kelompok perempuan; 
1. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan 

anak; dan/ atau 
j. perwakilan kelompok masyarakat miskin. 

(4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur 
masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya 
masyarakat. 

30. Ketentuan ayat (3) Pasal 162 diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 
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Pasal 256 
(1) Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 255 ayat ( 1) dilaksanakan di 
lokasi yang telah ditetapkan oleh bupati. 

(2) Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan 
dilaksanakan dengan mekanisme: 
a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan 

identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, 
mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana 
Desa sebagai usulan penetapan Desa sebagai 
lokasi pembangunan kawasan perdesaan; 

b. usulan penetapan Desa sebagai lokasi 
pembangunan kawasan perdesaan disampaikan 
oleh kepala Desa kepada bupati; 

c. bupati melakukan kajian atas usulan untuk 
disesuaikan dengan rencana dan program 
pembangunan kabupaten; dan 

34. Ketentuan Pasal 256 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 234 
( 1) Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, 

Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan 
musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara 
partisipatif. 

(2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh BPD 
dan unsur masyarakat Desa. 

(3) Rancangan RPJM Desa dan rancangan RKP Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan 
disepakati dalam musyawarah perencanaan 
pembangunan Desa. 

(4) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) paling sedikit memuat penjabaran visi dan 
rrusi kepala Desa terpilih dan arah kebijakan 
perencanaan pembangunan Desa serta rencana 
kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, 
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan 
masyarakat Desa. 

(5) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) memperhatikan arah kebijakan perencanaan 
pembangunan kabupaten. 

(6) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) merupakan penjabaran dari rancangan RPJM 
Desa untukjangka waktu 1 (satu) tahun. 

33. Ketentuan ayat (3) Pasal 234 diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) paling lam bat dilaksanakan paling lambat pada 
bulan Juni tahun anggaran berjalan. 
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36. Ketentuan Pasal 272 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

35. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 262 diubah, 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal262 
(1) Tenaga pendamping profesional sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 261 ayat (2) terdiri atas: 
a. tenaga pendamping lokal Desa yang bertugas di 

Desa untuk mendampingi Desa dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama 
Desa, pengembangan BUM Desa, dan 
pembangunan yang berskala lokal Desa; 

b. tenaga pendamping Desa yang bertugas di 
kecamatan untuk mendampingi Desa dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama 
Desa, pengembangan BUM Desa, dan 
pembangunan yang berskala lokal Desa; 

c. tenaga pendamping teknis yang bertugas di 
kecamatan untuk mendampingi Desa dalam 
pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan 

d. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang 
bertugas meningkatkan kapasitas tenaga 
pendamping dalam rangka penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan 
Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 
pemberdayaan masyarakat Desa. 

(2) Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) harus memiliki kompetensi dan kualifikasi 
pendampingan di bidang penyelenggaraan 
pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau 
teknik. 

(3) Kader pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 261 ayat (2) berasal dari unsur 
masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk 
menumbuhkan dan mengembangkan serta 
menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya 
gotong royong. 

d. berdasarkan hasil kajian atas usulan, bupati 
menetapkan lokasi pembangunan kawasan 
perdesaan dengan Keputusan Bupati. 

(3) Bupati dapat mengusulkan program pembangunan 
kawasan perdesaan di lokasi yang telah ditetapkannya 
kepada gubernur dan kepada Pemerintah melalui 
gubernur. 

(4) Program pembangunan kawasan perdesaan yang 
berasal dari pemerintah daerah kabupaten 
dicantumkan dalam RPJMD kabupaten dan RKPD 
kabupaten. 

(5) Bupati melakukan sosialisasi program pembangunan 
kawasan perdesaan kepada Pemerintah Desa, BPD, 
dan masyarakat. 

(6) Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal 
Desa ditugaskan pelaksanaannya kepada Desa. 
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Pasal 298 
( 1) Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat mi 

tetap berlaku sampai habis masa jabatannya. 

39. Ketentuan Pasal 298 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 290A 
(1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara 

musyawarah clan mufakat dalam musyawarah Desa. 
(2) Pengurus yang dipilih sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa untuk 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 

38. Diantara Pasal 290 clan Pasal 291 disisipkan 1 (satu) 
Pasal, yakni Pasal 290A sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 273 
( 1) Anggaran dasar clan anggaran rumah tangga 

disepakati melalui musyawarah Desa. 
(2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, 
maksud clan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka 
waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, 
serta tata cara penggunaan clan pembagian 
keuntungan. 

(3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) memuat paling sedikit hak clan kewajiban, 
masa bakti, tata cara pengangkatan clan 
pemberhentian personel organisasi pengelola, 
penetapan jenis usaha, clan sumber modal. 

(4) Dihapus. 
(5) Anggaran dasar clan anggaran rumah tangga 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) clan ayat (3) 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 

37. Ketentuan ayat (1) clan ayat (5) Pasal 273 diubah clan ayat 
(4) Pasal 273 dihapus, sehingga Pasal 273 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 272 
(1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa. 
(2) Modal BUM Desa terdiri atas: 

a. penyertaan modal Desa; clan 
b. penyertaan modal masyarakat Desa. 

(3) Kekayaan BUM Desa yang bersumber dari penyertaan 
Modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan. 

(4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a berasal dari APB Desa. 

(5) Pemerintah daerah kabupaten dapat memberikan 
bantuan kepada BUM Desa yang disalurkan melalui 
APB Desa. 
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NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG, PROVINS! JAWA 
BARAT: 2/ 16/2018 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN ;:u1 b NO MOR c. 

ABDURAKHMAN 

ttd 

Diundangkan di Subang 
pada tanggal 1) tcl::Ui;.ri d.)lb 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SUBANG1 

IMAS ARYUMNINGSIH 

ttd 

Ditetapkan di Subang 
pada tanggal 1 ~ fe:.r1ar: 2'::113 

BUPATI SUBANG, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang. 

Pasal II 

Peraturan Daerah mi mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

(2) Anggota BPD yang ada pada saat ini tetap 
menjalankan tugas sampai ha bis masa 
keanggotaannya. 

(3) Tahapan Pemilihan Kepala Desa yang sudah 
dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah mi 
diundangkan tetap berpedoman pada Peraturan 
Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa. 
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